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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 132/PMK.05/2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

NOMOR 168/PMK.05/2015 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN 

ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN 

NEGARA/LEMBAGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan penyaluran anggaran 

bantuan pemerintah pada kementerian negara/lembaga 

dan berdasarkan kewenangan Menteri Keuangan selaku 

bendahara umum negara sebagaimana diatur dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga; 
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  b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

kegiatan dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas 

penyaluran anggaran bantuan pemerintah, perlu 

menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah 

pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang 

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah 

pada Kementerian Negara/Lembaga; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga; 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

  2.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
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Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6267); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1745); 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021  

Nomor 1031); 

   

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

168/PMK.05/2015 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN 

ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN 

NEGARA/LEMBAGA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 28 

(1) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam 

bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (2) huruf a yang nilai bantuannya 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas, 

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 

a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari 

keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana 

setelah perjanjian kerjasama ditandatangani 

oleh penerima bantuan dan PPK. 

b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari 

keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, 

apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% 

(lima puluh persen). 

(2) Penerima bantuan sarana/prasarana mengajukan 

permohonan pembayaran tahap I sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan dilampiri:  

a. perjanjian kerja sama yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan 

sarana/prasarana;  

b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan 

sarana/prasarana. 

(3) Penerima bantuan sarana/prasarana mengajukan 

permohonan pembayaran tahap II sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan dilampiri: 
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a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah 

ditandatangani oleh penerima bantuan;  

b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang 

ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima 

bantuan sarana/prasarana. 

(4) PPK melakukan pengujian terhadap permohonan 

pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3), yang meliputi:  

a. kelengkapan dokumen permohonan 

pembayaran sesuai tahapan pembayaran dalam 

petunjuk teknis penyaluran Bantuan 

Pemerintah;  

b. kesesuaian dokumen lampiran permohonan 

pembayaran dengan petunjuk teknis 

penyaluran Bantuan Pemerintah; dan 

c. kesesuaian data Penerima Bantuan dengan 

Surat Keputusan Penerima Bantuan. 

(5) PPK menandatangani perjanjian kerjasama dan 

mengesahkan bukti penerimaan uang untuk 

pembayaran tahap I serta menerbitkan SPP setelah 

pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

telah sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran 

Bantuan Pemerintah. 

(6) PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk 

pembayaran tahap II serta menerbitkan SPP setelah 

pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

telah sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran 

Bantuan Pemerintah. 

(7) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tidak sesuai dengan petunjuk teknis 

penyaluran Bantuan Pemerintah, PPK 

menyampaikan informasi kepada penerima bantuan 

untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen 

permohonan. 

(8) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat 

(6) disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme 

sebagai berikut:  


